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PENETAPAN
Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Ptk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan
Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
antara :
PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 05 Mei
1988, agama lIslam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan
Guru Honor, di Kabupaten Kubu Raya,
Pemohon;
Lawan
TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Januari
1987, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan
Guru Honor, tempat tinggal di Kota Pontianak,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor

1130/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 20 Desember 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
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sebagaimana tercantum dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor:
XXXXX/XI11/2020, tertanggal 21 Desember 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Termohon selama kurang lebiih 6 (enam) bulan, terakhir Pemohon dan
Termohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon di
atas hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Kubu Raya
tanggal 28 Februari 2022;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan
Termhon mulai bermasalah dan antara Pemohon dan Termohon juga
sering bertengkar secara terus menerus;

5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
tersebut karena :

5.1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5.2. Termohon juga sering tidak menghargai pekerjaan Pemohon;

6. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada bulan April 2024, pada waktu itu Termohon meminta agar
Pemohon membangun rumah di wilayah kota Pontianak,
sedangkan harga tanah di wilayah Kota Pontianak cukup tinggi,
sedangkan Pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk
memenuhi permintaan Termohon tersebut;

7. Bahwa dengan sebab masalah pada posita 6 (enam) tersebut,
Pemohon sudah tidak sanggup lagi bertahan bersama Termohon
dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

8. Bahwa sejak April 2024 itu juga akhirnya Pemohon dan Termohon
berpisah tempat, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon
sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon juga pulang
ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di
atas;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup
bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama
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Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus
menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama
Pontianak;

10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di
atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Pontianak;

3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh
kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut berita
acara pengiriman dari PT. Pos Indonesia dengan Nomor Resi
P2412100177268 tanggal 10 Desember 2024 dan P2412190186332 tanggal 19
Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, atas nasehat tersebut kemudian Pemohon
menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan
permohonannya secara elektronik, maka surat panggilan (relaas) kepada
Termohon disampaikan melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT. Pos
Indonesia;

Menimbang, bahwa PT. Pos Indonesia melalui berita acara pengiriman
dokumen pada tanggal tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember
2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, dan
sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut
surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon
apalagi Termohon belum memberikan jawaban dan tidak pernah hadir di
persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan
tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1130/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari
Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446
Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga dan M. Said, SH sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d
Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

T.td
M. Said, SH

Perincian biaya :
1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 48.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)
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